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ABSTRACT

Indonesia is a country that has abundant natural resources. Natural resources have
an important value as development capital, namely as the basic capital to drive the
country's economy. Various problems in mining management in Indonesia have
caused the people and the Sate of the Republic of Indonesia to suffer losses since
the enactment of the first Mining Law in 1967, and have had a real impact on the
welfare of the Indonesian people in the short and long term. The real impact is that
economic development is not evenly distributed and the poverty rate is still quite
high in the regions, even ironically the highest poverty rate is in mining producing
areas. The aim of the research isto find out and explain how the authorities of the
Central Government and Regional Governments are related to the granting of
Fpecial Mining Business Permits (IUPK) according to the Mining Law and Regional
(Autonomy) Regulations, as well as how the authority of the Regional Governments
related to the utilization of natural resourcesis included in the granting of Business
Permits Mining. The research method is normative legal research, with a statute
approach and a conceptual approach. The 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia has regulated the control and utilization of natural resources for the
welfare of the people. The latest Mining Law has revamped the mining management
system in Indonesia with investors, from an 'agreement system' to a 'license system,
as well as a change in management authority and mining licensing by the Central
Government by delegating some mining affairs to Provincial Governments. The
Provincial Government is the recipient of the delegation of mining management and
permits from the State in accordance with the provisions of the Laws, as well as the
recipient of the allocation of income from natural resources for regional
development with The Regency/City Government, which aims to anticipate fiscal
gapsintheregions.

Keywords: natural resources, development base capital, mining management
authority



ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber
daya alam mempunyai nilai penting sebagai modal pembangunan, yaitu sebagai modal
dasar untuk menggerakkan perekonomian negara. Berbagai permasalahan dalam
pengelolaan pertambangan di Indonesia menyebabkan rakyat dan NegaraRepublik
Indonesia merugi sgak ditetapkannya Undang-Undang Pertambangan pertama pada
tahun 1967, dan telah nyata berdampak pada kesegahteraan rakyat Indonesia dalam
jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak nyata tersebut yaitu pembangunan
ekonomi yang tidak merata serta angka kemiskinan yang masih cukup tinggi di daerah,
bahkan ironisnya angka kemiskinan tertinggi adalah pada daerah penghasil tambang.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kewenangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait pemberian lzin Usaha
Pertambangan Khusus (IUPK) menurut Undang- Undang Pertambangan dan Peraturan
(Otonomi) Daerah, serta bagaimana kewenangan  Pemerintah Daerah terkait
pemanfaatan sumber daya alam termasuk dalam pemberian 1zin Usaha
Pertambangan. Metode penditian adalah yuridis normatif, dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konsep. UUD NRI 1945 tdah mengatur
penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Undang-
Undang Pertambangan terbaru tdah merombak sistem pengelolaan pertambangan di
Indonesia dengan investor, dari ,Sistem perjanjian“ menjadi ,sistem perizinan®, serta
perubahan kewenangan pengelolaan dan perizinan pertambangan oleh Pemerintah
Pusat dengan pendelegasian beberapa urusan pertambangan kepada Pemerintah
Daerah Provins. Pemerintah Daerah Provinsi adalah sebagai penerima
pendelegasian pengelolaan dan perizinan pertambangan dari Negara sesuai
ketentuan Perundang-Undangan, serta penerima alokasi income dari sumber daya
alam untuk pembangunan daerah bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
yang bertujuan mengantisipasi kesenjangan fiskal di daerah.

Kata kunci : sumber daya alam, modal dasar pembangunan, kewenangan
pengel olaan pertambangan
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